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KATA PENGANTAR

Program Dukungan Parlemen
UNDP

seiamat kepada para anagota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD Rl)

periode 2009-2014, semoga sukses selalu menyertai Anda. Kami juga mengucapkan
terima kasih khusus kepada Sekretariat Jenderal DPD Ri, Australian Agency for Intemational
Development, Spanish Agency for Internationol Development Coaperation dan The Asia Foundation
yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyusunan buku panduan ini. Begitu pula
terima kasih kami kepada para penulis yang telah membagi pengalaman dan keahlian mereka
dalam buku panduan ini. Tanpa peran serta dari mereka, tidakiah mungkin buku panduan ini
dapat terwujud.

Pada kesempatan ini, United Nations Development Programme [UNDP) ingin menaucapkan

Menjadi anggota DPD adalah sebuah kehormatan yang besar, maka anggota dewan pun
memiliki tanggung jawab yang besar pula. Anggota dewan diharapkan mampu tidak hanya
mendengarkan, namun juga mewakili dan menindaklanjuti keinginan-keinginan rakyat.
Kami dari Program Dukungan Parlemen UNDP memberikan dukungan penuh terhadap
Sekretariat Jenderal DPD RI; dan juga para anggota dewan yang terhormat dalam mewakili
konstituennya.

Buku panduan tentang Proses Legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan
pekerjaan anggota DPD RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku
ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-
Undang (RUU), pembahasan sampai penaesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan
RUU bersumber pemerintah dan DPD, serta peran alat kelengkapan DPD dalam proses legistasi,
Sefain itu, buku ini juga menjabarkan peran dari institusi seperti Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi,
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Keberhasilan parlemen demokratis Indonesia sangat tergantung dari kinerja para anggota
dewan, sehingga kinerja tersebut selalu menjadi sorotan utama dari masyarakat. Untuk
mendukung agar kinerja para anggota menjadi semakin efektif, maka buku panduan ini
menjabarkan praktik-praktik terbaik mengenai proses legisiasi yang ada di dalam parlemen-
pariemen negara demokratis lainnya. Oleh karena itu juga maka Program Dukungan Parlemen
UNDP berusaha untuk menyediakan dukungan-dukungan dan informasi yang diperlukan.

Kami mohon maaf apzbila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pembuatan
buku panduan ini dan kami berharap agar buku panduan yang ditujukan bagi anggota-anggota
DPD yang baru ini akan senantiasa digunakan sebagai sumber informasi dalam menjatani
tugas-tugasnya. Kami telsh mengemas isu-isu penting yang terkadang rumit dan kompleks
menjadi sesederhana mungkin, sehingga buku ini dapat mudah dibaca dan dimengerti, serta
tidak membosankan. Selamat menunaikan tugas-tugas kepariemenan.

Salam hangat,

Program Dukungan Parlemen UNDP
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APBN
Baleg
BPK
Dephukham
DPD-RI
DPR-RI
DPRD
GANDI
HAM
ICEL
MD3

MPR

NCOP

PAH

Pansus
Pemda
Permenhukham
Perpres
Perpu

PPPDI (P3DI)
PPUU
Prolegnas
PURT

ROPU

RPP

RUU

SDM

Susduk
Tatib

uu

UuD 1945

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Badan Legislasi

Badan Pemeriksa Keuangan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dewan Perwakilan Dacrah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gerakan Anti Diskriminasi

Hak Asasl Manusia

Indonesian Center for Enviromentol Law

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat

National Council of Provinces

Panitia Ad Hoc

Panitia Khusus

Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi
Panitia Perancang Undang-Undang

Program Legislasi Nasional

Panitia Urusan Rumah Tangga

Rapat Dengar Pendapat Umum

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Undang-Undang

Sumber Daya Manusia

Susunan dan Kedudukan

Tata Tertib

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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